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ABSTRAK  

Iski Liga Nurak. NPM : 92011403161015. Peran Seksi Tindak Pidana Khusus Di 

Kejaksaan Dalam Perkara Tindak Pidana Khusus. Di bimbing oleh Yusran 

Maaroef dan Jamal Tubagus. 

 

Kata Kunci:  Peran Seksi Tindak Pidana Khusus Di Kejaksaan 

 

 Negara Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan pada pancasila 

dan Undang-undang dasar negara tahun 1945. Lembaga Kejaksaan merupakan 

bagian dari insitusi negara yang bertanggung jawab atas penuntutan pelanggaran 

hukum, perlindungan kepentingan negara dan masyarakat, serta menjaga keamanan 

dan ketertiban.Dalam kewenanganya lembaga kejaksaan mempunyai seksi bidang 

salah satunya seksi tindak pidana khusus yang betanggung jawab dalam upaya 

peningkatan efektivitas dan efisiensi penanganan perkara pidana khusus 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah peran seksi tindak 

pidana khusus di kejaksaan? 2.Bagaimanakah seksi tindak pidana khusus di 

kejaksaan dalam penangan perkara tindak pidana khusus? 

Metode Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah statute appoarch atau pendekatan 

perundang- undangan dan conceptual appoarch. 

Dalam penangan perkara dikategorikan sebagai delik khusus, seksi tindak 

pidana khusus dalam lembaga kejaksaan memiliki peran yang sangat penting dalam 

penanganan suatu kasus seperti pada tindak pidana korupsi,dan juga proses hukum 

lainya di pengadilan dalam beberapa kasus yang dikwalifikasikan sebagai tindak 

pidana khusus seperti tindak pidana pencucian uang, tindak pidana 

perpajakan,tindak pidana terorisme, perkara pelanggaran HAM yang berat serta 

juga beberapa peran lainya yang dilakukan seksi tindak pidana khusus. Dari segi 

organisasi seksi tindak pidana khusus dalam penanganan perkara tindak pidana 

khusus dalam tugas dan fungsinya melakukan proses penyelidikan, penyidikan, 

prapenuntutan, penuntuan, dan upaya hukum  dan eksekusi, serta juga koordinasi 

dengan lembaga lainya terhadap kasus-kasus yang memiliki penanganan secara 

khusus dan sangat kompleks dan juga memiliki dampak besar terhadap kehidupan 

di lingkungan masyarakat. 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A.Latar Belakang Masalah 

Syarat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, sehingga pemerataan kepolisian merupakan salah satu prasyarat 

mutlak untuk mencapai tujuan publik. Badan Pemeriksa Negara Republik Indonesia 

merupakan salah satu badan yang kedudukannya berkaitan dengan kekuasaan 

hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Kejaksaan  dalam   sebuah  lembaga penegak hukum yang memiliki peran 

penting dalam sistem peradilan di suatu Negara. Secara hukum, kejaksaan 

merupakan bagian dari insitusi  penegak hukum  yang bertanggung jawab atas 

penuntut pelanggaran hukum, perlindungan kepentingan negara dan masyarakat, 

serta menjaga keamanan dan ketertiban. Kejaksaan memiliki otoritas  dan 

wewenang untuk menyelidiki, menuntut, dan mengawasi pelaksanaan hukum 

dalam suatu Negara. Untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran kejaksaan 

Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan 

Negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun. 

 

Kejaksaan memainkan berperan yang penting dalam menjaga keadilan dan 

menegakan hukum. Mereka bertindak secara independen, objektif, dan professional 



 
 

dalam menjalankan tugasnya. Kejaksaan juga memiliki hak-hak individu, 

menjamin perlakuan yang adil dalam proses hukum, serta memastikan bahwa 

keputusan pengadilan dilaksanakan dengan benar. Secara keseluruhan bahwa 

kejaksaan merupakan pilar penting dalam sistem peradilan suatu negara, yang 

bertanggung jawab atas penegakan hukum,perlindungan kepentingan negara dan 

juga masyarakat, serta pencegahan pelaggaran hukum.      

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya lembaga kejaksaan 

mempunyai beberapa seksi bidang salah satunya seksi tindak pidana khusus. Seksi 

tindak pidana khusus dalam kejaksaan memiliki tugas yang penting dalam 

menangani kasus tindak pidana khusus yang memiliki kompleksitas atau sifat yang 

membutuhkan penanganan secara khusus. Seksi tindak pidana khusus dalam 

kejaksaan berperan sangat vital dalam menangani kasus tindak pidana khusus 

terkait pengaturan, koordinasi, dan strategi yang digunakan dalam upaya 

peningkatan efektivitas dan efisiensi sistem penegakan hukum di Indonesia. 

  Maraknya kasus kejahatan di Indonesia dalam berbagai aspek salah satunya 

dalam konteks kasus tindak pidana khusus.Tindak pidana khusus memiliki elemen 

unik dan memerlukan perlakukan hukum yang khusus. Kasus Tindak pidana khusus 

merujuk pada sebuah kejahatan yang memiliki karakteristik tersendiri seperti 

korupsi, terorisme, pencucian uang, dan juga berbagai macam kejahatan tindak 

pidana khusus lainya. 

Dalam kontek ini, perlunya pemahaman mendalam mengenai peran dari 

seksi tindak pidana khusus dalam menangani perkara tindak pidana khusus menjadi 



 
 

sangat penting dalam proses penyelidikan dan penuntutan serta kerja sama dengan 

lembaga keamanan lainya. 

Seksi tindak pidana khusus sebagai salah satu unit di kejaksaan yang 

diberikan kewenangan oleh lembaga kejaksaan dalam menangani perkara tindak 

pidana khusus yang memiliki kompleksitas atau sifat yang membutuhkan 

penanganan secara khusus.Dalam konteks global tantangan terkait penanganan 

tindak pidana khusus semakin kompleks dan memerlukan upaya yang lebih 

terkoordinasi dan terstruktur. Seksi pidana khusus di kejaksaan juga memiliki 

tanggung jawab dalam menangani kasus-kasus tindak pidana tertentu untuk 

memastikan penegakan hukum yang efektif dalam bidang-bidangnya. 

Peran seksi tindak pidana khusus juga berkaitan erat dengan upaya 

pencegahan dan deteksi dini terhadap tindak pidana khusus. Dengan 

berkembanganya teknologi dan munculnya berbagai tantangan dan hambatan baru, 

sehinggah Seksi pidana khusus di tuntut untuk terus beradaptasi dan meningkatkan 

kapabilitasnya sebagai unit yang diberikan kewenangan oleh lembaga kejaksaan. 

Penelitian mengenai peran seksi pidana khusus dalam kejaksaan dapat 

menjadi landasan untuk reformasi kebijakan dan praktik penegak hukum yang lebih 

efektif. Melalui pemahamam mendalam terhadap peran seksi tindak pidana khusus, 

diharapakan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kinerja 

Kejaksaan dalam menangani kasus-kasus tindak pidana khusus. Sehingga dapat 

tercapai suatu hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. Karena itulah mendorong 

penulis untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul“ Peran Seksi 

Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Dalam Perkara Tindak Pidana Khusus” 



 
 

B.Rumusan Masalah 

1. Apakah Peran seksi tindak pidana khusus di kejaksaan ? 

2. Bagaimanakah seksi tindak pidana khusus di kejaksaan dalam penanganan 

perkara tindak  pidana khusus?  

C.Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui peran dari seksi tindak pidana khusus di lembaga  

kejaksaan.   

2. Untuk mengetahui bagaimana seksi tindak pidana khusus dalam penanganan  

perkara tindak pidana khusus di lembaga kejaksaan. 

D.Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa 

informasi dalam bidang hukum serta sebagai referensi bagi praktisi hukum, 

dosen, pengajar, mahasiswa maupun pihak yang berkepentingan mengenai 

kewenangan lembaga kejaksaan dalam menangani  perkara tindak pidana 

khusus. 

2. Hasil penelitian skripsi ini diharapkan mampu menjadi salah satu pedoman 

mengenai bagaimana peran dari seksi tindak pidana khusus di kejaksaan  

dalam penanganan  perkara tindak pidana khusus. 

3. Hasil penelitian Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk dapat menjadi 

Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso. 
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